BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Mekanisme pelaksanaan perlindungan terhadap anak yaitu
Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang
Perlindungan  Anak, Setiap anak berhak mendapat
perlindungan dari perlakuan: Diskriminasi, eksploitasi,
penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,
ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. Dalam hal orang
tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk
perlakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1),
maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Sedangkan
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dibuat untuk
mencegah terjadinya pernikahan anak (pernikahan yang
dilakukan oleh calon pasangan dibawah 18 tahun). Undang-
undang ini tidak memberi ketegasan tentang pelaku yang
melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
ini, sehingga menyebabkan masih terbukanya peluang untuk

melakukan pernikahan anak dikarenakan tidak ada sanksi.
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2. Dari hasil penelitian Rumusan perkawinan menurut Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan juga
mencantumkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Hal ini
berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk
sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang
direncanakan, akan tetapi untuk selamanya dan tidak boleh

diputus begitu saja.

. Penanggulangan Eksploitasi Seksual Dalam Perkawinan Siri

dapat mengganggu psikis terhadap anak, yaitu adanya
perasaan seperti rasa malu, minder, kecewa, sehingga akan
berdampak tidak sehat terhadap mental seorang anak. Dan
untuk menanggulanginya adalah melibatkan tokoh agama
untuk mencegah maraknya praktik perkawinan anak dan
mengembangkan program pencegahan nikah siri berbasis

masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, diharapakan agar bisa melakukan

penyuluhan dan sosialisasi yang lebih intens terkait

pencegahan dan perlindungan anak terhadap eksploitasi
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seksual dalam perkawaninan siri. Selanjutnya dapat
meningkatkan peran dan kepedulian terhadap korban
eksploitasi seksual serta lebih meningkatkan kerjasama yang
baik dengan lembaga atau instansi agar tindak eksploitasi
seksual dapat diminimalisir secara optimal.

2. Bagi masyarakat sebaiknya pernikahan siri jangan dilakukan
walaupun pernikahan siri itu sah menurut hukum islam tapi
lebih banyak hal-hal negatifnya dibandingkan dengan hal —
hal positifnya. Apalagi bagi kaum wanita di negara indonesia
ini, nikah siri akan membuat hak — hak wanita menjadi
sedikit, dapat menyebabkan munculnya fitnah, akan
menyulitkan pelakunya ketika dimintai persaksian mengenai
pernikahannya. Jika ia tidak memiliki dokumen resmi, maka
dalam semua kasus yang membutuhkan persaksian, ia harus
menghadirkan saksi-saksi pernikahan sirinya; dan hal ini
tentunya akan sangat menyulitkan dirinya kalau saksi-saksi
nikah sirinya itu sudah meninggal.

3. Bagi Akademis diharapkan banyak mengedukasi melalui
seminar-seminar di dalam kampus maupun luar kampus

tentang dampak buruk nikah siri, sebab nikah siri hanya sah
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secara agama tetapi tidak sah menurut Negara, dikarenakan
menikah hanya sah menurut Agama saja dan menurut Negara
tidak sah, maka akan berimbas kepada kehidupan setelah
menikah yaitu tidak bisa membuat akta kelahiran bagi anak,
tidak bisa mendaftarkan anak sekolah, dan istri dan anak tidak

berhak mendapatkan hak waris.



